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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek
kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, dan akhlak maupun muamalah
(ekonomi Islam) (Mardani, 2012, him. 5). Materi muamalah (ekonomi Islam)
dalam perjalanan waktu cenderung diabaikan oleh umat islam, padahal ajaran
muamalah termasuk bagian penting dari ajaran islam. Tidak dipungkiri
segala aktivitas ekonomi merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan
manusia berkembang begitu cepat, khusunya aktivitas lembaga keuangan
(Mustafa, t.t., him. 8).

Lembaga keuangan adalah adalah setiap perusahaan yang kegiatan
usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan yang dilakukan
berupa penghimpunan dana dengan menawarkan berbagai skema,
menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan
menghimpun dana dan menyalurkan dana (Soemitra, 2016, him. 26).

Di Indonesia lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua jenis
yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah
(Ghofur, 2017, him. 127). Lembaga keuangan konvensional berbeda dengan
lembaga keuangan syariah baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang
lingkup serta tanggung jawabnya (Soemitra, 2016, him. 27). Lembaga

keuangan konvensional lebih menggunakan sistem bunga dalam



menyelenggara sistem keuangan, sedangkan lembaga keuangan syariah
lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah.

Prinsip utama yang dijadikan landasan dalam operasional lembaga
keuangan syariah antara lain:

1. Bebas dari unsur maisir, gharar, dan riba.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada
perolehan yang sah menurut syariah islam.
3. Menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWA)
Secara umum juga lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a. Lembaga keuangan Syariah
Lembaga keuangan bank terdiri dari: Bank Umum Syariah dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.
b. Lembaga keuangan non bank

Lembaga keuangan non bank terdiri dari: Pasar Modal (Capital

Market), Pasar Uang (Money Market), Perusahaan Asuransi, Dana

Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan,

Perusahaan Pengadaian, Lembaga Keuangan Syariah Mikro.

Lembaga Keuangan Syariah Mikro terbagi menjadi 3 yaitu Lembaga
Pengelola Zakat (BAZ dan LAZ), Lembaga Pengelola Wakaf, dan BMT
(Soemitra, 2016, him. 43-48). Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang
menjalankan perannya saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah

(KJKS) dan Baitul Mal WAT Tamwil (BMT) (Soemitra, 2016, him. 469).



Baitul mal wat Tamwil (BMT) di sebut juga koperasi syariah.
Cooperation is the only one of the three operaying system that makes the
social system itself the fucos of activities and goals (Moss, 2011, him. 26).
Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap,
demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak nasional. Pada operasionalnya
menggunakan prinsip-prinsip yang menyungsung etika moral dengan
memperhatikan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana
diajarkan dalam agama islam, (S. Buchori, 2009, him. 12). Asas koperasi
syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah
seorang pemilik modal (Abdurrahman & Abdurrahman, 2014, him. 16). Yang
berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya (Yaya,
Martawireja, & Abdurrahim, 2014, him. 20).

Berdasarkan landasan hukum UU perkoperasian UU No. 25/1992
koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.
Landasan dasar koperasi syariah Q.S. al-Bagarah/2: 208 (Qasmi, 2010, him.
40).
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“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam
secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah setan,



sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyara”. (QS. Al-bagarah/2:
208)

Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha dibidang jasa
keuangan yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa
Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang
pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) dan Unit
Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS koperasi) adalah unit usaha pada
koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi,
dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) (Burhanuddin, 2013, him.
131).

Koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dalam
kegiatannya menghimpun dana anggota baik berupa tabungan dan simpanan
berjangka dengan akad tabungan dan simpanan berjangka dengan akad
mudharabah dan wadiah, serta menyalurkan dengan pembiayaan mudharabah,
musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan algardh (Burhanuddin,
2013, him. 229).

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi dalam jual
beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan
yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli) ((IBl) & (LSPP), 2015,
him. 260). Pembiayaan murabahah terbagi menjadi pembelian pesanan dan
tanpa pesanan, dengan cara pembayaran dan jangka waktu dalam pembiayaan
murabahah dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan yaitu dengan cara tunai

atau diangsur (Burhanuddin, 2013, him. 229).



Mekanisme pembiayaan menganut prinsip kehati-hatian dengan
memperhatikan 6¢ yaitu carakter (karakter usaha), condition of economic
(kondisi usaha), capaeity (kemampuan manajerial), capital (modal), collateral
(jaminan), constrain (keadaan yang menghambat (S. Buchori, 2009, him. 48).

Dalam pembiayaan murabahah untuk meminimalisir risiko yang akan
terjadi digunakanlah akad wakalah dan digunakan akad kafalah agar nasabah
bertanggung jawab dalam penyelesaiaan pembiayaan. Wakalah adalah
pemberian kuasa dari pemberi kuasa (mewakili) kepada penerima kuasa
(wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil)
tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali kecerobohan
atau wanprestasi dan kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (Soemitra, 2016, him. 353).

Pada tahun 2015, Koperasi yang sudah atau akan berdasarkan prinsip
syariah akhirnya diberi dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM no. 16/ 2015. Bentuk dapat dipilih adalah koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) (Ghofur, 2017, him. 134).

Pada 2017 jumlah koperasi di Indonesia saat ini 152.172. koperasi unit
simpan pinjam (KSP) 23.551 dan non-KSP 127.627 (Richard, 2018). Di
Kalimantan Selatan kota Banjarmasin terdapat 305 koperasi Salah satu
Koperasi yang aktif dan bersetifikasi NIK yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin (UMK, 2019).



Pada awalnya berdiri sebuah lembaga keuangan mikro dengan nama Koperasi
Pegawai Negeri IAIN Antasari Banjarmasin (KPN) berdiri sejak tanggal 10
Februari 1979 yang tertulis pada akta notaris nomor 1417/BH/1979.

Pada awal kegiatan Koperasi Pegawai Negeri IAIN Antasari (KPN)
produk hanyalah simpan pinjam. Sejak 1 April 2015 pengurus Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari
sudah melakukan upaya mendukung penerapan prinsip syariah pada
operasional KSPPS Pegawai UIN Antasari. Pada tahun 2017 berubah menjadi
KSPPS Pegawai UIN Antasari.

Produk-produk yang terdapat dalam Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari yaitu pengelolaan mini
market antasari mart, penyewaan kantin, pengelolaan gallery anjungan tunai
mandiri (ATM), pembiayaan konsumtif kerjasama (KSPPS) Pegawai UIN
Antasari dengan beberapa Bank Syariah, kerjasama (KSPPS) Pegawai UIN
Antasari dengan UIN Antasari dan Unit Pembiayaan Syariah (UPS) vyaitu
pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah (Adawiyah, 2016).

Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah disini
merupakan jual beli secara cicilan dan margin sesuai dengan kesepakatan,
pembiayaan murabahah di KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari
Banjarmasin merupakan pembiayaan yang dominan 80% dari pembiayaan
yang lainya. Dengan objek akad barang seperti motor, rehab rumah, laptop,

LCD, handphone, bahan bangunan, buku, peralatan rumah tangga, beli tanah,



ban mobil dan lain-lain. Pembiayaan murabahah yang sering dilakukan oleh
nasabah yaitu pembiayaan motor, renovasi rumah, dan peralatan rumah
tangga (Wati, 2019). Proses pembiayaan murabahah dengan cara anggota
datang langsung ke koperasi untuk mengajukan pembiyaan setelah itu
koperasi mencairkan uang dan anggota koperasi diberikan kuasa untuk
membeli barang yang dibutuhkan ke pemasok dengan hal ini koperasi
menggunakan akad wakalah sebelum akad murabahah. setelah anggota
koperasi membelikan barang yang dibutuhkanya, anggota menyerahkan
kuitansi barang yang dibelinya baru dilakukan akad murabahah.

Dalam menerapkan prinsip syariah, kuitansi pembiayaan murabahah
harus diserahkan ke koperasi sehingga dapat memenuhi persyaratan sesuai
syariah dengan baik karena pembiayaan murabahah bentuk jual beli bukan
pinjaman, untuk mewujudkan prinsip syariah diperlukan adanya manejemen
keuangan karena transaksi atau bukti dapat mengubah posisi keuangan yang
dijalankan secara profersional dengan mendasarkan pada pedoman akuntansi
yang sudah berlaku standar.

Akuntansi Islam berorietansi sosial. Akuntansi tidak hanya sebagai alat
untuk menerjemahkan ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga
sebagai suatu motode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi yang
berjalan dalam masyarakat Islam (Sofyan Syafri Harahap, 2004, him. 300).
Akuntansi syariah berfocos mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil
operasi sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram (Astika,

Suami, & Nuhung, 2015, him. 41). Akuntansi syariah adalah merupakan



kegiatan mencatat, menyajikan dan menafsirkan data keuangan berdasarkan
aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, PSAK Syariah merupakan pedoman
yang digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah. Akuntansi syariah
mulai berlaku tanggal 1 Januari 2003 ketika disahkan PSAK 59 Akuntansi
Perbankan Syariah dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank
Syariah.

Pada tanggal 19 September 2016, Dewan Standar Akuntansi Keuangan
(DSAK) menyetujui untuk menyebarkan Exposure Draft PSAK syariah
terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah (KDPPLS), PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Syariah, PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, PSAK 103 tentang
akuntansi salam, PSAK 104 tentang akuntansi istishna, PSAK 105 tentang
akuntansi mudharabah PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah (Jeni
Susyanti, 2016, him. 149).

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 8 akad murabahah adalah akad
pembiayaan yang menegaskan harga pembelinya kepada pembeli dan
pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah
disepakati (Riza, 2017, him. 220). PSAK 102 mengenai akuntansi murabahah
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi

murabahah.



Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang dituangkan dalam skripsi
dengan judul “Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 102 tentang Pembiayaan
Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin ”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari
Banjarmasin?
2. Apakah penerapan akuntansi murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin,

sudah sesuai dengan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi murabahah di
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai
Negeri UIN Antasari Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi murabahah pada
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai

UIN Antasari Banjarmasin dengan PSAK 102.
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D. Manfaat Penelitian

1. Menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi
perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam
menentukan kebijakan dalam pembuatan laporan keuangan pada masa
yang akan datang.

3. Menyelesaikan tugas akhir studi S1 sesuai kurikulum kampus UIN
Antasari Banjarmasin.

4. Memberikam wawasan dan pengetahuan berdasarkan permasalahan

yang ditelit bagi penulis.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan yaitu penanaman, pemasangan, pengenaan. (Kamisa, 1997,
him. 549) Maksudnya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari
menerapkan pencatatan (akuntansi) berdasarkan prinsip syariah sesuai
dengan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

2. Akuntansi syariah adalah berupa kegiatan mencatat, menyajikan dan
menafsirkkan data keuangan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan
oleh Allah. Dengan meningkatnya permohonan pinjaman atau
pembiayaan setiap tahunnya (Rifgi, 2010, him. 137). Melalui laporan

keuangan koperasi meliputi neraca, penghitungan hasil usaha, laporan
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arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan
keuangan.

. PSAK (Peryataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 adalah Peryataan
Standar tentang akuntansi murabahah dan merupakan penggantikan
PSAK No.59 tahun 2002 (Riza, 2017, him. 229). Didalamnya mengatur
mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli
barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan
yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli) (Maharani, 2019, him.
77). pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari
Banjarmasin  merupakan pembiayaan  konsumtif, diantaranya:
Kendaraan, renovasi rumah, laptop, LCD, handphone, bahan bangunan,
beli tanah, ban mobil, tiket, buku dan lain-lain.

. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN
Antasari adalah koperasi yang bergerak dibidang simpanan dan
pinjaman (Abdurrahman & Abdurrahman, 2014, hilm. 13). Dalam
bentuk kegiatan penyaluran dana kepada anggota koperasi dengan
menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah yang disepakati (S.
Buchori, 2009, him. 101)

Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) adalah salah satu Universitas

Islam di Banjarmasin yang beralamat di jalan A. yani km 4,5, Kebun
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Bunga, kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan

Selatan.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitan yang dilakukan oleh Mutiara, 1201160265, Jurusan

Perbankan Syariah, UIN Antasari Banjarmasin (2016), dengan judul
Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106
pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kayu Tangi. (Mutiara,
2016) Penelitian ini mengkaji mengenai Penerapan PSAK 106 dan
mengetahui sejauh mana penerapan sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.
Dari penelitian yang diatas, penelitian yang dilakukan pada lembaga
keuangan bank dari Bank Muamalat. Namun, Lokasi berbeda dan
permasalahan sama. Penelitian ini mengkaji penerapan akuntansi
syariah sesuai PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rina Yanti, 1401160353, Jurusan
Perbankan Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2018), dengan judul
Penerapan Akuntansi Syariah PSAK No. 105 Produk Tabungan
Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji penerapan akuntansi sesuai
dengan PSAK No. 105 tentang Mudarabah dan kendalanya. (Yanti,

2018)
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Dari penelitian diatas, penelitian yang dilakukan pada lembaga
keuangan dari Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Banjarmasin.
Permasalahan yang diambil berbeda, pada penelitian ini mengkaji
penerapan akuntansi syariah sesuai PSAK 102 tentang pembiayaan
murabahah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rabiah Al Adawiyah, Jurusan
Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (2016), dengan judul
Strategi Pengembangan Bisnis Koperasi Pegawai Negeri (KPN) IAIN
Antasari Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji pengembangan bisnis
koperasi.(Adawiyah, 2016)

Dari penelitian diatas, penelitian dilakukan pada objek yang sama
walaupun koperasi telah berubah nama menjadi Koperasi Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN
Antasari. Permasalahan yang diambil berbeda, pada peelitian ini
mengkaji penerapan akuntansi syariah sesuai PSAK 102 tentang

pembiayaan murabahah.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penyusunan skripsi terdapat terdapat 5 (lima) bab
sebagai berikut yaitu:

Bab 1 vyaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan

sistematika penulisan.
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Bab 2 yaitu: landasan teori yang berhubungan dengan objek dalam
penelitian yang dijadikan sebagai tolak ukur dan pedoman dalam penelitian.

Bab 3 yaitu: metode penelitian digunakan untuk bagaimana penelitian
dilakukan baik mengenai jenis, sifat, lokasi, subjek dan ojek, data dan sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisa data
berdasarkan kriteria penerapan Akuntansi PSAK 102.

Bab 4 yaitu: Penyajian data dan analisis data laporan penelitian berisi
gambaran umum objek, dan hasil dari penelitian penerapan PSAK 102.

Bab 5 yaitu: penutup dari penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai
kesimpulan dari pembahasaan bab-bab sebelumnya dan dari kesimpulan
tersebut sehingga mendapatkan saran-saran sebagai pemecah dari

permasalahan dalam instansi tersebut.



